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Abstrak 
 
Hal-hal yang berhubungan dengan perempuan, seks dan pornografi menjadi ladang 
eksploitasi pemberitaan media yang hanya mencari keuntungan semata-mata, 
karena hal-hal tersebut menjadi menarik dan laku di masyarakat. Pornografi 
merupakan industri yang tetap eksis di dunia. Para pelaku industri pornografi, baik 
distributor, pengecer maupun konsumer pornografi tidak mempunyai kesulitan 
untuk memahami apa yang dimaksud dengan pornografi. 
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A. Pendahuluan 
Nilai komersil seks selalu 
sangat tinggi sehingga membuat para 
produsen diberbagai bidang 
berlomba-lomba mengeksploitasinya 
sebagaisebuah komoditi.1 Hal-hal 
yang berhubungan dengan 
perempuan, seks dan pornografi 
menjadi ladang eksploitasi 
pemberitaan media yang hanya 
mencari keuntungan semata-mata, 
karena hal-hal tersebut menjadi 
menarik dan laku di masyarakat.2 
Industri pornografi sangat pesat 
pertumbuhannya di dunia.3 Sebuah 
survey memperkirakan penduduk 
Amerika Serikat setiap tahun 
mengeluarkan US$ 8-10 milyar untuk 
mendapatkan majalah, kaset, video, 
atau akses ke situs porno internet. 
Peredaran majalah seperti Hustler, 
Penthouse dan Playboy setiap tahun 
mencapai 200 juta eksemplar.4 
Catharine A. MacKinnon dan 
Andrea Dworkin di dalam bukunya 
mengemukakan bahwa pornografi 
adalah merupakan industri yang tetap. 
                                                 
1 FX. Rudy Gunawan dan Seno Joko 
Suyono, 2003, Wild Reality : Refieksi 
Kelamin dan sejarah Pornografi, Indonesia 
Tera, Magelang, hal.4 
2 Burhan Bungin, 2003, Porno 
media, Konstruksi Sosial Teknologi 
Telematika dan Perayaan Seks di Media 
Massa, Prenada Media, Jakarta, hal. 182-183. 
Lihat juga, Yasraf Amir Piliang, 2004, 
Postrealitas : Realitas Kebudayaan dan 
Postmetafisika, Jalasutra, Bandung, hal. 379-
380. Perkembangan media dan penggunaan 
tubuh di dalamnya tidak bisa dilepaskan dari 
pengaruh perkembangan kapitalisme sebagai 
sebuah ideologi ekonomi ke arah apa yang 
disebut sebagai libidonomi (libidonomics), 
yaitu sistem ekonomi yang di dalamnya 
terjadi eksplorasi secara ekstrim segala 
potensi libido sebagai komiditi dalam rangka 
eksis di. dunia. Para pelaku industri 
pornografi, baik distributor, pengecer 
maupun konsumer pornografi tidak 
mempunyai kesulitan untuk 
memahami apa yang dimaksud 
dengan pornografi. Mereka 
menyatakan5 : 
Pornography is an industry. It 
exists in the world. No 
pornographer has any trouble 
knowing what to make. No 
distributor has any trouble 
knowing what to carry. No retailer 
has any trouble knowing what to 
order. No consumer has any 
trouble knowing what to buy. 
 
Pornografi di Indonesia 
bukanlah fenomena baru. Pada suatu 
ketika masyarakat menjadikan 
pornografi sebagai pokok 
pembicaraan yang hangat serta 
pertentangan yang sengit, kemudian 
lenyap tanpa disadari sebelum 
tercapai konsensus yang bisa 
memuaskan semua pihak. Masalah ini 
kemudian menghangat lagi di 
mendapat keuntungan maksimal (added 
values). 
3 Industri pornografi di Amerika 
merupakan kejahatan yang terorganisir 
(organized crime) yang juga meliputi bisnis 
seksual lainnya seperti prostitusi. Penegakan 
hukum terhadap pornografi yang teroganisir 
ini sangat sukar dilakukan. Lihat, Lester A. 
Sobel (ed), 1979, Pornography, Obscenity 
And The Law, Fact On File Inc., New York, 
hal. 29-34 
4 
http://Mkb.kerjabudaya.org/mkb082002/ 
pokok 082002/pokok_1_082002.html : 
Dagang Daging $ 40 milyar. 
5 Andrea Dworkin and Catharine 
MacKinnon, 1988, Pornography and Civil 
Rights : A New Day for Women’s Equality, 
hal.36 
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masyarakat sehingga dipandang perlu 
untuk memberantasnya lagi.6 
Berbagai protes sosial atas 
fenomena menjamurnya pornografi 
telah dilakukan oleh berbagai 
kelompok sosial masyarakat. 
Misalnya, terhadap penyebaran 
pornografi melalui internet terjadi di 
Yogyakarta pada bulan November 
2001 yang bertepatan dengan bulan 
puasa. Sekelompok ibu-ibu 
mendatangi warung internet 
kemudian melakukan pengrusakan 
karena dianggap telah menyebarkan 
pornografi kepada masyarakat.7 
Bahkan MUI8 mendesak pemerintah 
untuk segera membentuk undang-
undang anti pornografi untuk 
meminimalisasi penyebaran 
pornografi di masyarakat.9 
Demikian juga protes terhadap 
pornografi melalui media cetak; 
penjual eceran koran, tabloid dan 
majalah di Surakarta dikejutkan 
dengan kedatangan 120 personil 
lazkar Hizbullah (9 April 2002) yang 
membagi-bagikan selebaran berisi 
definisi pornografi.9 Protes terhadap 
pornografi juga dilakukan oleh kaum 
perempuan. Demonstrasi terhadap 
pornografi bersamaan dilakukan oleh 
kelompok Wanita Keadilan di 
berbagai daerah di Indonesia pada 
bulan Maret 2003, seperti di 
                                                 
6 Tjipta Lesmana, 1995, Pornografi 
di Media Massa, Puspa Swara, Jakarta. hal. 4 
7 
WWW.HukumOnline.com/Artikeldetail.asp 
Id=5117 ICTWacth Beri Masukan MUI Soal 
Pengaturan Pornografi di Internet. 
8 MUI telah mengeluarkan Surat 
Edaran Majelis Ulama, Indonesia tanggal 11 
Pebruari 2002 dan Fatwa MUI Nomor 287 
Tahun 2001 tentang Pornografi dan 
Pornografi. 
semarang, Bandung, Padang, 
Samarinda dan Riau yang 
menyatakan perang terhadap 
pornografi, eksploitasi tubuh wanita 
dan pelecehan seksual. 10 
Pemerintah telah melakukan 
berbagai tindakan dalam hal 
penyebaran pornografi di Indonesia. 
Antara lain pada tahun 1984, Menteri 
Penerangan seusai Rapat Koordinasi 
Khusus Bidang Kesejahteraan Rakyat 
di Jakarta tanggal 8 Oktober 1984 
menyatakan akan mengambil 
tindakan tegas terhadap publikasi, 
pemuatan dan penyebaran pornografi 
serta sadisme melalui media cetak 
dan elektronik.11 Tindakan nyata 
dilakukan pemerintah ketika 
menyebarnya Kalender Happy New 
Year Sexino (1984) yang 
menampilkan foto-foto telanjang. 
yakni menyita kalender-kalender 
tersebut di pasaran dan membawa 
para pelaku ke pengadilan. 
Menyangkut film-film seks yang 
diproduksi selama tahun 1984/1985, 
Badan Sensor Film (BSF) melakukan 
penyensoran. Menurut catatan BSF, 
film nasional yang mengalami 
penyensoran sebanyak 60 judul film 
selama semester I tahun 1984/1985.12 
Menteri Penerangan Harmoko 
pada tanggal 13 Juli 1994 juga 
mengeluarkan instruksi untuk 
9 
www.SuaraMerdeka.com/cybernnews 
/harian/0204/s1o5.htm : Hizbullah kampa-
nye Anti Pornografi. 
10 www.Gatra.com/2003-03-
07/Artikel  =26056 : Jaringan Muslimah 
Protes Pornografi dan Porno Aksi. 
11 Harian Kompas, 9 Oktober 1984 
12 Tjipta Lesmana, op.cit., hal. 4 
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melakukan penertiban dan binaan 
terhadap perfilman nasional.13 Tahun 
1994 merupakan suatu kemalangan” 
bagi industri pornografi di Indonesia, 
sebab pada bulan tersebut pemerintah 
mencanangkan “perang” 14 terhadap
 segala bentuk pornografi, 
termasuk pelacuran tingkat tinggi. 
Hal ini dipicu karena semakin 
maraknya film-film seks (tahun 1993-
1994) di Indonesia. 15 
Penyebaran materi pornografi 
dapat melalui berbagai media 
massa,16 baik media cetak maupun 
media elektronik. Media cetak dapat 
berupa koran, majalah, komik, novel 
dan lain-lain. Media elektronik dapat 
                                                 
13 Harian Republika, 24 Agustus 
1994 
14 Gerakan yang dilakukan 
pemerintah melalui BSF yakni melakukan 
penyensoran dan menolak meloloskan
 seks. Remikian juga gerakan yang 
dilakukan Badan Pembina Perfilman Daerah 
(Bapfida) yakni melancarkan aksi 
pembersihan terhadap poster-poster film 
porno. Badan Sensor Film (BSF) sekarang 
berganti nama menjadi Lembaga Sensor Film 
(LSF). 
15 Tjipta Lesmana, op.cit., hal. 1 
16 Lihat Edmon Makarim, 2003, 
Kompilasi Hukum Telematika, Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, hal. 193. Pada 
prinsipnya terdapat 2 jenis media 
konvensional dengan variasi-variasi bentuk 
masing-masing. Kedua media tersebut adalah 
media cetakan media elektronik. Media 
elektronik terdiri dari penyiaran, 
telekomunikasi dan film. Keempat jenis 
media ini diatur secara tersendiri berdasarkan 
karakter masing-masing yakni, UU tentang 
Penyiaran, UU tentang Pers, UU tentang 
Telekomunikasi dan UU Perfilman. 
17 Hard-core pornography adalah 
materi pornografi yang menggambarkan 
aktivitas seksual yang sangat vulgar bahkan 
sering memuat adegan kekerasan seperti 
perkosaan. 
dilihat dan didengar melalui siaran 
televisi, radio, Video Compact Disc 
(VCD), DVD, kaset, internet dan lain 
sebagainya. Baik melalui media cetak 
maupun elektronik, materi pornografi 
yang berupa gambar hard-core dan 
soft-core pornography17  dapat 
ditemukan di masyarakat.18 
Penyebaran pornografi melalui 
media cetak selalu dikaitkan dengan 
pers. Era reformasi dianggap sebagai 
era kebebasan bagi kalangan pers.19 
Yunus Yosfiah, Menteri Penerangan 
pada masa Kabinet Reformasi 
Pembangunan di bawah Presiden 
Habibie mencabut PERMEN RI No. 
01 PER HEMPEN .1954 tentang 
Soft-core pornography adalah materi 
pornografi yang tidak menggambarkan alat 
kelamin dan aktivitas seksual. Soft-core 
pornography dianggap termasuk dalam 
pornografi ringan. 
18 Lihat Ade Armando, 2002, 
“Apakah Pornografi Mendasari Kekerasan?” 
dalam Jurnal Perempuan No. 26 tahun 2002, 
hal 80-82. Terdapat sejumlah faktor yang 
memungkinkan media pornografi menyebar 
di Indonesia : 1. perkembangan teknologi 
digital, komputer dan satelit yang 
mempermudah arus informasi termasuk 
pornografi; 2. Semenjak jatuhnya 
pemerintahan Presiden Soeharto, terjadi 
liberalisasi informasi dan .tumbuh. suburnya 
media pornografi dimana departemen 
penerangan sebagai kontrol pemerintah 
dibubarkan; 3. disamping liberalisasi, hukum 
yang berlaku tidak ditegakkan; 4. Bisnis 
pornografi di dunia sendiri mengalami 
pertumbuhan pesat. 
19 Pemberitaan media cetak maupun 
elektronik khususnya televisi seringkali 
terjebak dalam pemberitaan yang lebih 
menonjolkan nilai rangsangan seksual 
daripada nilai informasi. Misalnya, 
pemberitaan mengenai perkosaan, visualisasi 
dalam gambar dan kalimat pemberitaan 
sering mengandung nilai rangsangan seksual. 
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Surat Izin Usaha Penerbitan Pers 
(SIUPP) dengan mengeluarkan SK 
Menteri Penerangan 
No.132/SKJMENPEN/1998. 
Akibatnya ratusan tabloid dan surat 
kabar baru terbit dalam waktu singkat 
tanpa harus memperoleh izin terlebih 
dahulu.20 Demikian juga terbitan 
yang mengandung unsur pornografi 
makin marak di masyarakat. Bahkan 
pada masa pemerintahan Presiden 
Abdurrahman Wahid (Gus Dur), 
Departemen Penerangan yang 
sebelumnya sebagai departemen yang 
melakukan pengawasan terhadap 
berbagai media masa juga 
dibubarkan.21 
Kehadiran berbagai penerbitan 
pornografi dapat mengancam sendi-
sendi prinsip kebebasan pers yang 
sehat, seolah-olah merebaknya media 
pornografi adalah bagian dari 
semangat kebebasan pers. Dewan 
pers menerima sejumlah keluhan dan 
                                                 
20 Dengan keluarnya SK Menteri 
Penerangan No. 132/SK/MENPEN/1998 
tentang Ketentuan-ketentuan untuk 
mendapatkan Surat Izin Usaha Penerbitan 
Pers, maka telah dikeluarkan sekitar 1.600 
SIUPP baru. Padahal-selama 32 tahun masa 
pemerintahan Soeharto hanya sekitar 300 
SIUPP. Lihat, Dedy N. Hidayat dkk, 2000, 
Revolusi Mei : Runtuhnya sebuah Hegemoni, 
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 200 
21 S. Satya Dharma dkk, 2003, Mal 
Praktek Pers Indonesia, Dart Somasi BJ 
Habibie ke Tuntutan Tommy Winata, 
Assosiasi Wartawan Muslim (AWAM), hal. 
10-11 
22 Atmakusumah Astraatmadja dan 
Lukas Luwarso (ed), 2001, Menegakkan 
Etika Pers, Dewan Pers, hal. 105 
23 VCD Porno merupakan bentuk 
media pornografi yang sangat mudah 
diperoleh dengan harga yang murah dan 
sangat disenangi karena lebih 
pengaduan masyarakat berkaitan 
dengan penerbitan pornografi ini, 
khususnya karena media yang tidak 
pantas dikonsumsi anak-anak tersebut 
diperjualbelikan dengan sangat 
mudah di sembarang tempat.22 
Di Indonesia, film-film yang 
diperuntukkan untuk orang dewasa 
bukan rahasia lagi dapat ditonton oleh 
remaja bahkan anak-anak di bawah 
umur tanpa kesulitan untuk 
memperolehnya. Film-film porno 
baik film Indonesia maupun film 
asing dapat ditonton di bioskop 
maupun melalui VCD dan DVD. 
Kasus VCD porno23 yang melibatkan 
dua orang mahasiswa di Bandung 
turut membuat heboh masyarakat 
(September 2001). VCD porno yang 
lebih dikenal dengan istilah VCD 
“Bandung Lautan Asmara” beredar 
luas di masyarakat bahkan sangat 
mudah untuk memperolehnya.24 
Heboh kasus VCD porno Bandung 
memperlihatkan bentuk pornografi dalam 
tayangan .yang hidup/bergerak. Pasar Glodok 
(Jakarta Barat) merupakan tempat transaksi 
bisnis berbagai macam VCD bajakan 
termasuk VCD porno. Pedagang dalam hal 
ini melakukan jual beli VCD porno tidak 
dengan sembunyi-sembunyi dan merupakan 
hal yang biasa dilakukan. Padahal aparat 
kepolisian telah beberapa kali melakukan 
penggerebekan dan menyita ratusan ribu 
VCD ..bajakan, namun tindakan ini - tidak 
membuat pedagang jera untuk melakukan 
transaksi lagi. Majalah Gatra, 25 Mei 2002, 
hal 26-27. Kasus VCD Porno yang ditangani 
Dit Reskrimum Polda Metro Jaya pada tahun 
2002 berjumlah 34 kasus dan pada tahun 
2003 berjumlah 10 kasus. Sumber Direktorat 
Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. 
24 www.HukumonIine.com/artikel
 detail.  
asp?id=3865 : Kasus VCD Porno Bandung : 
Pelaku Utamanya Pengganda. 
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Lautan Asmara diikuti munculnya 
VCD porno Casting Iklan Sabun (Mei 
2002) yang melibatkan 9 orang gadis 
remaja.25 Demikian juga VCD porno 
Hidden Camera (Maret 2003) yang 
menimpa para artis antara lain, 
Femmy Permata Sari, Rachel 
Maryam dan Sarah Azhari. VCD 
porno Casting Iklan Sabun, VCD 
Hidden Camera ini juga beredar di 
masyarakat.26 
Mengenai penyebaran materi 
pornografi melalui media elektronik 
lain yang lebih canggih dan dapat 
diakses siapa saja adalah melalui 
internet yang menyediakan berbagai 
macam situs seks berbagai negara.27 
                                                 
25 Majalah Gatra, No. 27 Tahun ke 
VII tanggal 20 Mei 2002 
26 Yang terakhir masih hangat 
menjadi pemberitaan yakni menyangkut 
gambar artis Sukma Ayu dan B’Jah (2004). 
Modus pelaku dalam pembuatan keempat 
VCD porno ini adalah mencari keuntungan 
bahkan ada yang dilakukan tanpa 
sepengetahuan korban. Adegan dalam VCD 
Bandung Lautan Asmara dais VCD Sukma 
Ayu-B’Jah (awalnya foto diambil melalui 
telepon selular dan kemudian telepon selular 
tersebut hilang dan keduanya telah diperiksa 
oleh aparat kepolisian Polda Metro Jaya) 
pada awalnya hanya untuk keperluan pribadi 
namun karena kelalaian pelaku maka 
dimanfaatkan oleh pihak lain yang mencari 
keuntungan dengan menyebarluaskan 
melalui VCD. Pada kasus Hidden Camera 
para artis tidak mengetahui kalau di dalam 
kamar mandi telah dipasang kamera 
tersembunyi yang merekam aktivitas mereka. 
Pada kasus VCD Casting Iklan Sabun aparat 
kepolisian menduga VCD ini dibuat sebuah 
rumah produksi yang melibatkan pars model, 
namun tidak tertutup kemungkinan ada 
korban yang benar-benar tertipu (Majalah 
Gatra tangal 20 Mei 2003). 
27 Lebih populer dikenal dengan 
istilah cyberporn atau cybersex. 
Mengkonsumsi materi pomografi melalui 
Menurut Ade Armando,28 di Asia 
Tenggara, Indonesia adalah salah satu 
negara dengan tingkat kebebasan 
tertinggi dalam regulasi internet. 
Negara-negara liberal di Amerika dan 
Eropa mempunyai ketetapan 
mengenai situs yang tidak bisa 
diakses di negaranya. Pada tahun 
2001, Biro Investigasi Federal AS 
membongkar sindikat pornografi 
internet sering dikaitkan dengan deng4n 
perilaku voyeurisme, yakni kegiatan atau 
peril4ku sefing memandang alat kelamin atau 
tubuh objek seks. Pornografi di internet 
mengalami pertumbuhan yang sangat subur. 
Menurut basil riset Jupiter Research 
(www.jmm.com) pada oktober 2002, 
pendapatan dari situs porno di Amerika 
Serikat saja mencapai nilai US$ 400 juta, 
meningkat dari jauh jika dibandingkan pada 
tahun 2001 yang hanya mencapai US$ 230 
juta. Berdasarkan laporan American 
Demografics Magazine, jumlah situs yang 
menyediakan pornografi meningkat dari 
22.100 pada tahun 1997 menjadi 280.300 
pada tahun 2000 atau melonjak 10 kali lebih 
dalam kurun waktu 3 tahun. Lihat 
http://bebas.vlsm.org/ 
v17/corn/ictwatch/paper/paper 042.htm : 
Donny B.0 : Pornografi di Internet. 
(http://bebas.vlsm.org) adalah situs Virtual 
Lembaga Swadaya Masyarakat Teknologi 
Jari/Jalan Tengah, penulis adalah 
Koordinator ICT Watch Penulis dan Jurnalis 
TI Independen). 
28 Ade Armando adalah Ketua 
Jurusan Komunikasi FISIP UI dan aktivis 
LSM (Media Ramah Keluarga (Marka) dan 
Media Watch and Consumes Centre 
(MWCC)). 
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anak29 di internet.30 Kurang tegasnya 
aturan yang khusus mengatur dunia 
maya di Indonesia sering menjadi 
kambing hitam atas permasalahan ini 
sehingga semua orang bebas 
mengakses dan men-download 
bahkan menyebarluaskan 
pornografi.31 Mungkin hampir 
sebahagian besar netizens (warga 
dunia maya pengguna jasa internet) 
pernah nyasar ke alamat situs-situs 
porno baik situs luar negeri maupun 
dalam negeri.32 
Pornografi dapat dikaitkan 
dengan beberapa peraturan 
perundangan undangan. Pornografi 
tidak hanya diatur dalam KUHP 
tetapi juga dalam peraturan 
                                                 
29 Lihat
 http://www.Gloriainet.org/berita/ 
b03023.htm : Terbongkar Situs Porno Yang 
Dioperasikan Dari Rusia dan Indonesia. 
Landslide Production Inc., Forth Worth, 
Texas, perusahan yang dituduh melakukan 
bisnis pornografi anak adalah milik pasangan 
suami istri Thomas dan Janice Reedy. 
Perusahaan ini berpendapatan kotor sebesar 
1,4 juta dollar dalam sebulan dan situs ini 
diperkirakan mempunyai 250 ribu pelanggan. 
Lihat juga Edmon Makarim, op. cit, hal. 45 
Berkenaan dengan perlindungan anak, maka 
segala eksploitasi terhadap wanita dan anak-
anak sebagai objek ekonomis maupun 
pornografi bertentangan dengan Convention 
of Rights of The Child (1989). dan 
Convention on The Elimination of 
Discrimination against Women (1979) serta 
Declaration on The Elimination of Violence 
Against Women (1993). 
30 Ade Armando, op. cit, hal.81 
31 
www.hukumonline.com/Artikeldetail. 
asp?id=5092 : Larangan Mengakses Situs 
Porno. 
32 Tubagus Ronny Rahman 
Nitibaskara, 2001, Ketika Kejahatan 
Berdaulae Sebuah Pendekatan Kriminologi, 
Hukum dan Sosiologi, Peradaban, Jakarta, 
perundang-undangan lain di luar 
KUHP seperti UU No. 32 Tahun 2002 
tentang Penyiaran, UU No. 36 Tahun 
1999 tentang Telekomunikasi, UU 
No. 24 Tahun 1997 tentang 
Perfilman, dan UU No. 40 Tahun 
1999 tentang Pers. Bahkan saat ini 
Rancangan Undang-undang tentang 
Pornografi dibahas oleh DPR.33 RUU 
Pomografi ini menimbulkan 
kontroversi di masyarakat, ada 
kalangan yang mendukung namun 
juga ada yang menentang. Pro dan 
kontra atas RUU Pomografi ini 
tampak  dengan dilakukannya 
demonstrasi dari berbagai lapisan 
masyarakat diberbagai daerah di 
seluruh Indonesia.34  
hal. 53. Lihat juga, Edmon Makarim, op.cit., 
hal. 505. Data statistik jumlah pelanggan dan 
-pemakai internet di Indonesia mengalami 
peningkatan. Jumlah pelanggan internet 
tahun 1998. berjumlah 134.000, tahun 1999 
berjumlah 256.000, tahun 2000 berjumlah 
400.000, tahun 2001 berjumlah 581.000 dan 
tahun 2002 berjumlah 1.000.000. Sedang 
jumlah pemakai internet pada tahun 1998 
berjumlah 512.000, tahun 1999 berjumlah 
1.000.000, tahun 2000 berjumlah 1.900.000, 
tahun 201 berjumlah 4.200.000, dan tahun 
2002 berjumlah 8.000.000. 
33 Rancangan Undang-undang 
Pornografi yang terakhir sudah mengalami 
banyak perubahan dan pergantian nama. 
September tahun 2008, direncanakan RUU 
Pornografi akan disahkan ternyata tidak 
terlaksana. 
34 Timbulnya perbedaan pendapat 
tentang  pengaturan pornografi ini, di satu 
pihak menganggap negara jangan terlalu jauh 
mengatur pornografi karena bagi negara yang 
mengalami perkembangan dan kemajuan, 
pornografi merupakan hal yang biasa terjadi 
dan tidak dapat dihindari. Di pihak lain, 
pengaturan diperlukan karena merupakan 
kewajiban negara untuk melindungi 
masyarakat dari kemerosotan akhlak dan 
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Walaupun pornografi dapat 
dikaitkan dengan berbagai peraturan 
namun langkah konkret penegakan 
hukum terhadap tindak pidana 
pornografi dianggap belum 
dilaksanakan sehingga timbul protes-
protes di masyarakat. Permasalahan 
pornografi menjadi pokok bahasan 
berbagai kalangan dalam 
memberikan pendekatan 
penyelesaian yang menimbulkan pro 
dan kontra melalui instrumen apa 
yang terbaik digunakan dalam 
penanggulangan pornografi. 
Permasalahan pornografi dapat dikaji 
berdasarkan perspektif agama, 
budaya, moralitas/kesusilaan, hukum 
maupun perlindungan terhadap 
perempuan dan anak. Tulisan ini 
membahas pornografi dalam 
perspektif perlindungan terhadap 
perempuan sehingga dapat menjadi 
salah satu perhatian dalam rangka 
pembaharuan hukum pidana35. 
B. Definisi Pornografi 
Pornografi adalah masalah yang 
sudah ada sejak berabad-abad yang 
lalu, walaupun tulisan atau aksara 
belum dikenal secara luas seperti saat 
ini. Pornografi telah muncul dalam 
                                                 
moral masyarakat yang ditimbulkan 
pornografi. 
35 Pembaharuan hukum pidana 
merupakan bagian dari kebijakan hukum 
pidana (Penal Policy). Pembaharuan hukum 
pidana dilihat dari sudut pendekatan
 merupakan suatu upaya untuk 
melakukan peninjauan dan penilaian kembali 
nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan 
nilai-nilai sosiokultural yang melandasi dan 
memberi isi terhadap muatan normatif dan 
substantif hukum pidana yang dicita-
citakan..1,Lihat. Barda Nawawi Arief, 1996, 
Bunga. Rampai Kebijakan Hukum . Pidana, 
Citra Aditya Bakti, Bandung., hal. 29 
peradaban manusia, hal ini dapat 
dilihat melalui pahatan-pahatan, 
relief-relief dan patung-patung. 
Patung-patung dan relief-relief 
tersebut dikategorikan sebagai karya 
seni yang tidak menyinggung rasa 
kesusilaan masyarakat.36 Patung-
patung dan relief-relief tersebut 
terdapat di berbagai negara misalnya 
di Roma, India37 dan di Indonesia.38 
Pada zaman Romawi, telah 
berkembang kegemaran membaca 
tulisan-tulisan dan mengumpulkan 
lukisan-lukisan yang bersifat 
pornografi terutama oleh para kaisar 
dan kalangan atas. Seorang sastrawan 
dan penyair Romawi yang sangat 
terkenal bernama Publius Ovidius 
Naso (biasa disebut Ovio atau 
Ovidius saja) yang dilahirkan pada 
tahun 43 S.M di Sulmo, 140 km 
sebelah timur Roma menulis banyak 
syair-syair yang diantaranya ada yang 
dipandang sebagai pornografi. 
Syair pertamanya yang cukup 
panjang yakni Anzores (Cinta) ditulis 
kira-kira tahun 20 S.M. bercerita 
tentang kisah percintaan dengan 
seorang perempuan bernama Corina. 
Karena syair-syairnya 5anyak 
36 Andi Hamzah, 1987, Pornografi 
dalam Hukum Pidana : Suatu Studi 
Perbandingan, Bina Mulia, Jakarta, hal. 14 
37 Antara lain lihat, Alan Watts, 
Erotic Spirituality The Vision of Konarak, 
Photograph, Eliot Elisofon, 1971. Buku ini 
berisikan foto-foto berbagai macam aktivitas 
seksual yang digambarkan oleh patung-
patung dan relief-relief yang terdapat di candi 
Konarak di India. 
38 Di Surakarta, di lereng Gunung 
Lawu terdapat candi Sukuh yang terdapat 
relief mengandung pornografi. 
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menarik perhatian kalangan luas 
maka ia terus menciptakan syair-syair 
barn yang menyebabkan 
kejatuhannya karena pada masa itu 
Kaisar Agustus bertekad 
memberantas pornografi di Romawi. 
Syair yang menyebabkan 
kejatuhannya adalah yang berjudul 
Ars Amatoria (Seni Cinta Asmara) 
yang diterbitkan to hun 1 S.M. Untuk 
memperbaiki reputasinya, ia 
kemudian menulis lagi buku yang 
berjudul Remedia Amores 
(Penyembuhan Cinta), tetapi 
usahanya tidak berhasil. Akhirnya ia 
diasingkan ke pulau Elba kemudian 
ke Tomis di Laut Hitam.  
Setelah Kaisar Agustus 
meninggal, maka kerajaan Romawi 
merosot dan penyebaran pornografi 
kembali meningkat bahkan adegan-
adegan seks yang ditulis lebih cabul 
daripada syair Ovidius. Sekretaris 
kaisar bernama Suetonius menu lis 
buku berjudul “Riwayat Hidup Dua 
Belas Kaisar” yang mengandung 
porno grafi. Kaisar Tiberius (14-37 
M) mempunyai tempat istirahat yang 
ruangan-ruangannya dihiasi lukisan-
lukisan, patung-patung bahkan buku-
buku pornografi.39 
Pornografi dianggap sebagai 
kejahatan di pelbagai negara dengan 
dimasukkannya pornografi dalam 
kitab undang undang hukum pidana. 
Namun, sampai saat ini definisi 
hukum (legal defenition) pornografi 
masih menjadi bahan perdebatan. 
                                                 
39 Ibid, hal. 14-15. 
40 Hakim yang menangani kasus 
Jacobellis v. Ohio 378 US 184 tahun 1984 
41 Susan M. Easton, 1994, The 
Problem of Pornography: Regulation and The 
Merumuskan definisi hukum .dari 
pornografi adalah suatu hal yang 
tidak mudah. 
Istilah pornografi sangat 
populer dalam masyarakat namun 
makna istilah ini dipahami berbeda 
oleh berbagai kalangan. Oleh karena 
itu, untuk lebih memahami istilah 
pornografi maka perlu diperhatikan 
berbagai definisi yang ada dalam 
berbagai literatur, kamus maupun 
peraturan perundang-undangan. 
Sulitnya untuk memberikan definisi 
pornografi pernah diungkapkan 
hakim Stewart40 bahwa dia tidak 
dapat mendefinisikan pornografi 
tetapi .dia tahu sesuatu itu pornografi 
ketika dia melihatnya.41 
Dua komisi yang dibentuk di 
Amerika tidak berhasil memberikan 
definisi dari pornografi. The 
Commission On Obscenity And 
Pornography (1970) menghindari 
sebuah definisi dan sebagai pengganti 
menggunakan istilah explisit sexual 
material. The Attorney General’s 
Commission On Pornography, juga 
tidak memberikan definisi 
pornografi.42 
Istilah pornografi berasal dari 
bahasa Yunani, yang terdiri dari kata 
porne yang artinya pelacur dan 
graphein artinya menulis. Dalam 
Encyclopedia Britannica dijelaskan 
bahwa pada awalnya pornografi 
didefinisikan sebagai benda-benda 
dan literatur yang menggambarkan 
kehidupan pelacur.43 
Right to Free Speech, Routledge, London-
New York, hal. xi 
42 Freda Adler, 1995, Criminology 
The Shorter version, Mc. Graw-Hill Inc, New 
York , hal. 338 
43 Encyclopedia Britannica 
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Pornografi telah membuat 
perempuan sebagai objek seksual 
(sexual objectification). Catharine 
Itzin juga menyatakan bahwa 
pornografi telah menjadikan 
perempuan sebagai sarana 
pelampiasan nafsu laki-laki (object of 
men ‘s lust and desire).44 Pernyataan 
tersebut disimpulkan dengan melihat 
peran perempuan dalam materi-
materi pornografi yang sering 
menggambarkan peran-peran yang 
tidak manusiawi (dehumanized). 
Peran-peran tersebut seperti, 
perempuan yang harus melayani 
berbagai bentuk perilaku seksual 
misalnya, menghisap kemaluan laki-
laki (fellatio), menelan sperma, 
penetrasi di dubur (sodomized) 
bahkan hubungan seksual yang 
dilakukan dengan kekerasan. Materi-
materi pornografi terse but selalu 
menggambarkan bahwa perempuan 
menikmati perbuatan yang dilakukan 
terhadapnya. 
Pada tahun 1983 diadakan 
dengar pendapat yang diadakan di 
Amerika Serikat menyangkut 
permasalahan pornografi. Dalam 
dengar pendapat tersebut terungkap 
mengenai fakta-fakta mengenai 
kekerasan terhadap perempuan yang 
dilakukan selama pembuatan materi 
pornografi. Salah satu fakta yang 
terungkap yakni dalam pembuatan 
film porno Deep Throat yang 
diperankan oleh Linda Marchiano 
                                                 
44 Ibid 
45 Andrea Dworkin dan Catharine A. 
MacKinnon, 1997, In Harm’s Way : The 
Pornography Civil Rights Hearings, Harvard 
University, Cambridge, hal. 55 
bahwa selama pembuatan film 
tersebut ia dipaksa oleh Chuck 
Traney untuk melakukan oral seks 
bahkan dilakukan di bawah ancaman 
senjata api.45 
Linda menyatakan 
“....everytime someones watches that 
.film, they are watt hing me being 
raped...”46 Linda Marchi ano 
mengalami masa traumatis yang 
panjang setelah peredaran film Deep 
Throat. 
Selama pembuatan film dan Fr 
pemotretan materi pornografi, 
perempuan mengalami paksaan 
mental dan fisik, bahkan dipaksa 
untuk mengkonsumsi narkoba dan 
minuman keras. Hal ini juga 
terungkap dalam dengar pendapat di 
Amerika tersebut. Tujuan dilakukan 
paksaan kepada para pemain agar 
pemain mau melakukan apa yang 
diinginkan para produser 
pornografi.47 
 
D. Kesimpulan 
Perkembangan teknologi dan 
globalisasi selain membawa dampak 
positif juga membawa dampak 
negatif. Salah satunya menyangkut 
pembuatan dan penyebaran 
pornografi. Pembuatan pornografi 
semakin beragam bentuk dan lebih 
mudah dengan teknologi yang makin 
canggih. Demikian juga untuk 
menyebarkan dan memperoleh 
produk pornografi semakin mudah 
46 www.nonstatusquo.com/ACLU/dworkin/ 
Por Intro.htnil Andrea Dworkin, 
Pornography : Men Possesing Women. 
47 Lebih Ianjut lihat dengar pendapat di 
Minneapolis dalam Andrea Dworkin 
dan Catharine A. MacKinnon, op. cit., hal. 
39-202. 
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dan semakin tidak terkendali 
penyebarannya. 
Permasalahan pornografi 
menjadi pembicaraan dari dahulu 
hingga sekarang. Berbagai pro dan 
kontra muncul menyangkut apakah 
pornografi pantas untuk men jadi 
urusan negara ataukah merupakan 
wilayah privat dimana negara tidak 
perlu ikut campur mengurusi masalah 
porno grafi. Berbagai perbedaan 
menyangkut por nografi muncul 
karena pornografi dapat di tinjau dari 
perspektif yang berbeda, agama, 
moral, budaya, perlindungan terhadap 
perempuan dan anak dan lain 
sebagainya. 
Namun demikian, dengan 
adanya perbedaan-perbedaan yang 
muncul terse but negara tetap harus 
mempunyai sikap tegas menyangkut 
masalah pornografi dengan tidak 
hanya mempertimbangkan ke lompok 
tertentu yang mungkin lebih 
cenderung memperjuangkan 
kelompok yang minoritas. Pornografi 
menyangkut kepentingan masyarakat 
sehingga negara harus hati-hati 
menentukan kebijakan. Salah satu 
yang penting untuk menjadi masukan 
adalah menyangkut pornografi dalam 
kaitannya dengan perlindungan 
terhadap perempuan. 
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